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PENETAPAN
Nomor 0049/Pdt.G/2021/PA.Kdr
PR S P g .
Sl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan TKW,
Bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XX XXX XX XXX, XXXX XXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, XXXX XXXXXX sekarang di No. 260
Rulin Street Yufengli, Caotun Town Nantou Country Taiwan
R.O.C dalam haini dikuasakan kepada SIGIT IKSAN
WIBOWO, S.H.l.,, M.H.,, , alamat Jalan Ir. H. Juanda, RT.
003, RW. 001, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo , Sebagai Penggugat;

melawan:

TERGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx,
Bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XX XXX XX XXX, XXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXxX XXXXXX
dengan Register Perkara Nomor 0049/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 07 Januari
2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal
27 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, pernikahan tersebut
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tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum
dalam buku nikah Nomor : 214/57/X111/97, Sesaat sesudah Akad Nikah
Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat
Taklik Talak;

2.Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat;

3.Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah telah melakukan
hubungan suami-istri (Ba’'da Dukhul) dan dikaruniani anak bernama
Dimas Arya Dinata, Umur 20 tahun (Kediri, 22 Juli 2000) dan Jein Afif
Amiliano, Umur 7 tahun (Kediri, 10 Januari 2014);

4.Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
penyebabnya antara lain:

a. Masalah Ekonomi bahwa Tergugat sebagai suami dan kepala
keluarga kurang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga
Tergugat menggantungkan seluruh kebutuhan keluarga kepada
Penggugat.

b. Masalah Pola Pikir bahwa Terggugat sebagai seorang suami tidak
bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap
Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat
dan anaknya, yang pada akhirnya antara kedua belah mengalami
cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung
pangkalnya;

5.Bahwa dikarenakan masalah-masalah tersebut antara Penggugat dan
Tergugat mengalami pisah rumah & putus komunikasi, Penggugat
pulang ke rumah orang tuanya di Mojokerto dan Tergugat tetap tinggal
di Kediri, selanjutanya pada tahun 2017 Pengugat berangkat ke luar
negeri untuk bekerja dan selama di luar negeri hubungan antara
Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga antara

Penggugat dan Tergugat mengalami pisah rumah dan putus

Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi sejak sampai dengan didaftarkannya perkara ini selama
kurang lebih 3 tahun;

6.Bahwa karena perselisihan yang terus menerus tersebut, dan sudah tidak
ada lagi kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga
Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan keutuhan

rumah tangga dengan Tergugat;

7.Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan
Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak
berhasil;

8.Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi
kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta
untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian
menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana
Kaidah Figh yang artinya "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di
lenyapkan.” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian
juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw
yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan
pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh
karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk
menghindarkan diri dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;

9.Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian,
sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal
19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f),
“Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan
hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx XXXXxX untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

::@{_’_ putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT)

atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan
berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga
sebagaimana semula, bahwa ia masih akan berusaha untuk rukun lagi dengan
Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut
perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara
ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga
sebagaimana semula, bahwa ia masih akan berusaha untuk rukun lagi dengan
Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut
perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka
Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh
karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
0049/Pdt.G/2021/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag.,
S.H.sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,
dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag. H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM
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PANITERA PENGGANTI

SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran ' Rp. 30.000,-
- Biaya proses ' Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
- Redaksi ' Rp. 10.000,-
- Meterai ' Rp. 10.000,-
Jumlah ' Rp. 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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